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PUTUSAN
Nomor 2158/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H.,
Advokat/Pengacara, yang berkantor di Perumahan Bumirejo
Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan
Mungkid, XXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register
kuasa Nomor 1506/AVK/2021, tanggal 16 Desember 2021,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara,;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember
2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2158/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal
16 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 07 November 2021 Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 0328/08/X1/2021
tertanggal 07 November 2021.
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 1 malam kemudian Pemohon dan
Termohon tinggal berpisah karena Pemohon pulang kerumahnya di Dusun
Gejagan sedangkan Termohon tetep tinggal di rumah orang tuanya hingga
saat antara Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah sudah selama
kurang lebih 1 bulan.
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon
belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Qobla dhuhul).
4, Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan
percekcokan.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena
perjodohan.
- Termohon tidak memiliki rasa cinta pada Pemohon.
- Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang
istri.
- Termohon selalu menuntut yang berlebihan pada Pemohon
dengan meminta uang resepsi, uang rias, dan kebutuhan dapur semua
dibebankan pada Pemohon.
- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik
yang diperlukan dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada tanggal 19 November pukul 00.00 malam Termohon
dengan Pemohon bertemu saat itu Termohon langsung meminta uang
sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada Pemohon untuk membayar arisan,
sebagai pengantin baru Pemohon curiga karena pada saat itu Pemohon dan
Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
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7. Bahwa selama tinggal berpisahan tidak ada upaya dari Pemohon
maupun Termohon untuk tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri.
8. Bahwa atas kemelut rumah tangga Pemohon sudah berusaha
bersabar namun hingga sampai saat ini tidak ada perubahan dari sikap
Termohon.
9. Bahwa Pemohon sudah meminta izin pada keluarga besar
Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Keluarga telah sepakat
menyetujui.
10. Bahwa oleh oleh karena kerukunan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai
rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat
dipertahankan lagi.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus
menerus dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang
dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sehingga tidak
mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
12. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan Permohononan Pemohon.
2. Memberi ijin kapada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Majelis hakim

Pengadilan Agama Mungkid.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
SUBSIDER:
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Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cqg Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus
kepada Titik Ariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1506/AVK/2021
tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxx xxxx dalam pengajuan perkara a quo
telah mendapatkan surat keterangan atasan Nomor 045.2/582/40/2021, tanpa
tanggal, yang dikeluarkan oleh Camat Pakis, XXXXXXXXX XXXXXXXX;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 2158/Pdt.G/2021/PA.Mkd tanggal 17 Desember 2021
dan 24 Desember 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiga Bagus Simantri
NIK 3308161403820003, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen
pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0328/08/X1/2021
tanggal 07 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hanya 1
malam, kemudian berpisah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan,
Termohon tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon, Termohon
tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri, Termohon menuntut
yang berlebihan dengan meminta uang resepsi, uang rias dan
kebutuhan dapur semua dibebankan kepada Pemohon, antara
Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dalam

rumah tangga;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak bulan November 2021, Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon
sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX XXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sabh;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hanya 1
malam lalu berpisah;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sejak menikah tidak harmonis, sehingga sejak bulan November
2021 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sampai
dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan
Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari pengaduan Pemohon, Pemohon dan Termohon
hanya berkumpul semalam saja di rumah Pemohon dan tidak
pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena

pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan, Termohon
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tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, Termohon tidak mau
melakukan kewajiban sebagai istri, Termohon menuntut yang
berlebihan dab semua dibebankan kepada Pemohon, antara
Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dalam
rumah tangga;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon
dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 15 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1506/AVK/2021 tanggal 16
Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan
Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena
itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek
pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara

aquo sebagai advokat profesional;
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Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan
dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
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dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 November 2021,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;
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Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya
tinggal 1 (satu) malam di rumah orang tua Termohon, lalu berpisah dan
belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

2. Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena pernikahan
Pemohon dan Termohon dijodohkan, Termohon tidak memiliki rasa cinta
kepada Pemohon, Termohon tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri,
Termohon menuntut yang berlebihan dan semua kebutuhan dibebankan
kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi
yang baik dalam rumah tangga;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021
hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi
dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

4, Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon
dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
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sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

PR ARl e

-

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya mohon agar diberi izin
menjatuhkan talak satu, akan tetapi oleh karena setelah menikah antara
Pemohon dengan Termohon ternyata belum pernah melakukan hubungan
suami istri (gabla dukhul), maka pemberian izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak kepada Termohon tersebut berupa talak bain sughra
sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2, Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu bain sughro terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang
Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H. dan Ana
Efandari Sulistyowati, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang
sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Ketua Majelis
Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Hj. Anis Nasim Mabhiroh, S.HI., M.H. Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
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Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran . Rp.  30.000,00
. Proses : Rp.  75.000,00
. Panggilan : Rp. 250.000,00
. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
. Reg Kuasa : Rp. 10.000 ,00
. Redaksi : Rp.  10.000,00
. Meterai . Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

~N O o1~ W N P
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